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Kebijakan asuransi TKI| berpotensi bersinggungan dengan implementasi jaminan kesehatan. Fungsi
kebijakan juga belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal. Tujuan penelitian untuk
menganalisis implementasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI tahun 2015. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang berkaitan dengan
kebijakan perlindungan bagi TKI. Kerangka pikir dasar penelitian terdiri dari aspek kelayakan kebijakan,
faktor implementasi, gambaran skema permasal ahan dengan analisis SWOT, serta persepsi para ahli untuk
mendapatkan poin-poin rekomendasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI yang lebih baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan kesehatan yang dimiliki oleh TKI berasal dari asuransi TKI,
kepesertaan JKN, dan jaminan di negara penempatan. Secara retrospektif, adanya kebijakan asurans TKI
merupakan amanat UU No0.39 Tahun 2004 yang menyebutkan kewajiban kepemilikan jaminan sosial dan
atau polis asurans bagi TKI. Namun, asuransi TKI belum menyentuh aspek sosial seiring badan
penyelenggara yang bersifat komersial dan bukan termasuk jaminan sosial. Dalam perubahan konsorsium,
rasio klaim asuransi TKI tetap lebih kecil dibandingkan dengan premi yang masuk, tetapi ditunjang dengan
penurunan keluhan dari para TKI. Dalam implementasinya, terdapat banyak |lembaga yang membantu
pengaduan asuransi TK1 ini. Namun bentuk kerja sama bilateral yang berkaitan dengan koordinasi jaminan
kesehatan antar negara belum dimaksimalkan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan kesehatan bagi TK1 masih bersifat hilir (kuratif) dan upaya
pemerintah untuk mengintegrasikan asuransi TKI dengan jaminan sosial merupakan hal yang penting.
Peneliti menyarankan agar menerapkan jaminan kesehatan bagi TK| secara komprehensif dengan
memasukkan prinsip preventif dan promotif. Upayaintegrasi awal dapat dilakukan dengan mewajibkan
kepesertaan JKN sebelum keberangkatan, koordinasi dengan jaminan dengan negara tujuan, membantu
pembayaran premi asransi TKI bagi pekerjainformal dan tidak mampu, serta pemberian jaminan kesehatan
segera ketika sampai di Indonesia tanpa adanya limitasi manfaat.

The policy of insurance for TKI is potentially related to the implementation of health coverage. The function
of this policy has not provided maximal coverage. The purpose of this research isto analyze the policy
implementation of health coverage for TKI 2015. This research uses a qualitative method by interviewing
some informants who are significantly related to the health coverage for TKI. The framework of this
research consists of the aspect of the advisable policy, the implementation factors, the schematic
representation of the problem by using SWOT, and the experts? perception to get some recommendation for
better TKI insurance.

The result of this research is the health insurance owned by TKI comes from TKI insurance, the membership
of JKN, and insurance during their employment abroad. In a retrospective aspect, TKI insurance policy is
the instruction of Law No. 39 of 2004 which regulates the obligation of the ownership of the social security
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and or insurance policy for TKI. However, TKI insurance has not been involved with the social aspect
because the agency commercializes the coverage of Indonesian migrant workers and it is not included a
socia security. In the change of consortium, the claim ratio of TKI has been paid less than the premium
received, but it is supported by the decrease of the complaint from TKI. In the implementation, TKI
insurance has been assisted by alot of agencies. However, the bilateral cooperation related to the
coordination of health coverage among countries has not been maximized.

This research concludes that the health insurance for TKI is still lower (curative) and the government's
attempt to integrate the social security for TKI isimportant. The researcher suggests the government should
comprehensively implement the health coverage for TKI by incorporating the principle of prevention and
promotion. The earlier integration attempts which can be done are the government requires TKI to be
registered in JKN before their departure, coordinates related to the socia security with the placement
countries, assists to pay the insurance premium for TKI classified as an informal migrant worker and an
incapable worker, and immediately grants a health coverage when they arrive back in Indonesia without any
limitation of benefits.



